
Dipindai dengan CamScanner 

3. Undang-Undang Republik ..... /-2- 

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembcntukan 
Propin i Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di 
Propinsi Irian Barat (Lembaran Negera Republik Indonesia Norn or 4 7 
Tahun 1969, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2907); 

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistcm Perencanaan 
Pembangunan Nasional disebutkan Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang­ 
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
rncrupakan penjabaran dari Rencana Pcmbangunan Jangka 
Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, 
memuat rancangan kerangka ekonorni daerah, prioritas 
pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang 
dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh 
dengan mendorong partisipasi masyarakat, dan ketentuan Pasal 263 
ayat (4) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonorni 
daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana .kerja dan 
pendanaan untuk jangka waktu 1 [satu] tahun yang disusun 
dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program 
strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemcrintah Pusat, 
dipandang perlu menyusun Rencana Kcrja Pemerintah Daerah; 

c. bahwa berdasaRencana Kerjaan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, maka perlu rrienctapkan Peraturan Bupati 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; 

BUPATI SUPIORI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHON 2023 

TENT ANG 

NOMOR 29 TAHUN 2022 

PERATURAN BUPATI SUPJORI 

BUPATI SUPIORI 
PROVINS! PAPUA 

Mengingat 

Menimbang 
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10. Undang-Undan Nomor ..... /- - 

at 
P rt turan 
lndon i T hun 2022 Nomor 1 
R publik lndon i Nomor 6801): 

Undan -Undang Nomor 6 T hun 201 t ritan (L mb 
Ne ar R publik Indon ia Tahun 2014 Norn r 7, T bah n 
L mb r n N g rn R publik Lndon i Nomor 5 5): s b 
t 1 h diubah d rig n Undan -Und n Nomor 11 T hun 
t ntan Cipt l( rj (Lcmbaran N nr R publik Indon si T run 
2020 Nomor 2 lS, T mb han L mbaran N g r R publik lndon i 
Nomor 6573); 

9. Undnn -Undang Nomor 23 T h n 2014 t ntang P m rint h n 
Dacrah (L rnbaran Negara R publik Indon si T hun O l 
Nomor 244, Tarnbahan Lemb nm N gnr R publik Ind n in 
Nomor 5587) bagnirnanr t 1 h diub h b b rnpn knli t rnkhir 
d n an Undan -Undang Nomor 11 T hun O t ·nt n ipt 
I rjn (L mbaran N gar publik Inclon . i T hun O m r 
24 5, Turnbs h n L .rnbnran N nrn .publil lndon i \ N mor 

57 )• 

n -Undan Republik lndon · 
P mb ntukan K bupaten Supiori di Provinsi P pua 
N gar R p iblik Indone i Tahun 2003 Nomor 1 0, Tambahan 
Lembaran N ~&R R publik lndon ia nomor 389); 

6. Und g-Undang N mor 25 T un 200 Tentang i tern 
P renc n P rnbangunnn Nasion l (L rnbaran N gnrn R publik 
lndon si T hun 200 Nomor 104 T mb han Lernb nm Nezar 
R publik Indon ia Nomor 4421); 

7. Undang-Und 1° Nornor 12 Tahun _011 tentang P mb ntukan 
P raturan Perundang-undangan (L mbaran N zara R pu lik 
Indon sia Tahun 2011 Nomor 2. Tnmb h n L mb ran Neer 

-L 
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20. Peraturan Menteri Dalam ..... /-4- 

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor86Tahun 2017 tentangTat 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pernbancunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah T ntang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata C~ r 
Perubahan Rcncana Pembangunan Jangka Panjan Da rah, 
R ncana Pembangunan Jangka Mencngah Dacrah, dan Rene a 
Kerja Pemerintah Daerah (Berit Negara Republik lndone i Tahun 
2017 Nomor 1312); 

10. Und n -Undang Nomor 11 Tahun 2020 lcnlang Cipta Kerja 
(L ernb ra N ra Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
T b han Lemb ran Ne am Republik Indonesia Nomor 6573); 

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubun zan Keuangan 
ant ra Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

12. Peraturan Pemcrintah Nomor 2 Tahun 2012 tcntang Hibah Dacrah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5727); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tcntang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengab Nasional Tahun 2020-2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

16.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang tentang 
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi 
Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6730); 

17.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, 
Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Perccpatan 
Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus 
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6731); 
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9 Rencana Pcmbangunan Jangka ..... /-5- 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Supiori. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatcn Supiori. 

4. Bupati adalah Bupati Supiori. 

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur 
pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ang 
menjacli kewcnangan daerah. 

6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala 
Bappeda sebagai Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap 
pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pcmbangunan di Supiori. 

7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki unruk 
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, 
kesernpatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengarnbilan kebijakan 
berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 

8. Rencana Kerja Pcmerintah yang selanjutnya disingkat Rencana Kerja, adalah 
dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI SUPIORI TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 

Menetapkan 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pcngertian 

MEMUTUSKAN : 

20.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan omenklatur Perencanaan 
Pembangunan Dan Keuangan Daerah; (Serita egara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447 ); 

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita egara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 ); 

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590 ); 

23.Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2022 
Nomor 28) 

- 4 - 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


Dipindai dengan CamScanner 

b. mewujudkan integrasi ..... /-6- 

(1) RKPD Tahun 2023 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronis 
pelaksanaan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan, antar sektor rt 
antar lernbaga pemerintahan baik pusat provinsi maupun kabupat n hinz 
dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian umber d • n 
tersedia. 

(2) RKPD tahun 2023 bertujuan untuk: 
a. m wujudkan perencanaan teknis pembangunan d, er h K bup t n upiori di 

tahun k du p merintahan Kabupat n Supiori tahun 2021-2025; 

Pasal 3 

Bagian Ketiga 
Maksud dan Tujuan 

(1) RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 
periode 1 (saru] tahun rencana kerja anggaran. 

(2) RKPD Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Supiori Tahun 
2021-2025. 

Pasal 2 

Bagian Kedua 
Kedudukan 

6.Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya di ingkat RKA adalah Rencana Kerja 
Anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. 

dapatan dan Belanj Daerah yang selanjutnj a 
dokumen -ang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja, 

serta um · ·ang mendasarin a untuk periode 1 (satu] tahun. 

an P afo Anggaran ementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah 
.c ....... '--",..l..:>"''·""-H program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran ang diberikan 

da emerintah Daerah untuk setiap program sebazai acuan dalam penyusunan 
Ren a Kerja Anggaran Pemerintah Daerah (Rencana Kerjaa-Pemerintah Daerah) 

... 
0 um disepaka · dengan DPRD. 

5.An~aran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

di ebut d n R n tr 
kat D rah untuk p riod 

K rj 
( u) 

n n 
riod 

1ll k 
(lim 
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1. Pendahuluan, Gambaran Umum ..... /-7- 

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) terdiri dari: 

Pasal 7 

BAB II 
ISi DAN URAlAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pengesahan Rcnja Pemerintah Daerah oleh Bupati dilakukan dengan tahapan sebagai 
berikut: 
1. pengesahan rancangan akhir Renja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan 

Keputusan Bupati paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Peraturan Bupati tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 ditetapkan; 

2. pcnctapan Rcnja Pemerintah Daerah Tahun 2023 oleh kepala Pemerintah Daerah 
paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja Pemerintah Daerah disahkan oleh 
Bupati Supiori. 

Pasal 6 

Dalam rangka penetapan Renja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud 
Pasal 4 ayat (2), dilakukan verifi.kasi Rancangan Akhir Renja Pemerintah Daerah Tahun 
2023, sebagai berikut: 
1. Kepala Daerah menyampaikan rancangan akhir Renja Pemerintah Daerah Tahun 

2023 kepada Kepala Bappeda; 
2. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja Pemerintah Daerah 

Tahun 2023, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Pemerintah 
Daerah Tahun 2023 dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang 
clitetapkan dalam Rencana KerjaPemerintah Daerah Tahun 2023; 

3. Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja Pemerintah Daerah yang telah 
cliverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati dalam rangka memperoleh pengesahan 
melalui Keputusan Bupati. 

Pasal 5 

Dalam rangka penyusunan Renja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Pemerintah Daerah 
menggunakan RKPD Tahun 2023 untuk : 
1. menyelaraskan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Supiori dengan 

Program/Kegiatan prioritas Pemerintah Daerah dalam mencapai target kinerja sesuai 
tugas dan fungsinya; 

2. penetapan Renja Pemerintah Daerah Tahun 2023 oleh Kepala Pernerintah Daerah. 

Pasal 4 

Bagian Keempat 
RKPD scbagai Pedoman Renja Pcmcrintah Daerah 

b. mewujudkan int grasi, sinkronisasi, dan incrgitas pcmbangunan antar sektor, 
antar wilay h antar fungsi m upun tingkatan pernerintahan; 

. m wujudk n r ncana kerja anggaran dan konsist nsi antara perencanaan, 
pen an aran pclaksanaan scrta cvaluasi hasil pcmbangunan; 

d. mcwujudkan penggunaan sumber daya secara efisicn, efektif, beRcncana 
1 erjaeadilan, dan Rencana Kerja berkelanjutan. 
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c. keadaan darurat dan ..... / -8- 

Pasal 10 
1. RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam 

tahun berjalan. 
2. perk mbangan keadaan daJam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Pasal O 

aya (1), seperti : 
a. perkcmban an yang idak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana 

pro am dan kegiatan prioritas daerah; 
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Jebih tahun anggaran sebe umnya 

haru digunakan untuk tahun berjalan; dan/ata.u 

BAB IV 
PERUBA.HAll RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Kepala Bappeda meJakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pe aksanaan RKPD 
esuai ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 9 

BAB ill 
PE1lGENDALIA.N DA1i EV ALUA.SI 

Kaidah-kai ah pelaksanaan Rencana Kerja Peme · tah aeral Tah- 2 23 
se " erurnana dirnak dalam Pasal 7 huruf a adalah sebagai • eriku; : 
1. alarn rangka pengendalian kebijakan rencana pembangunan, Pemerir :ah aerai .. 

melakuk pemantauan dan evaluasi terhadap has· Ren· a Peraerintal aeraa: 
2. Kepala Bappeda rnelakukan pengendalian dan eval .asi terl a ap sei · Pe:i~a 

Pernerin Lah Daer ah; 
3. kerangka Pendapatan, Be anja dan Pem iayaan yang tercan m dalam Rencar a 

Kerjapernerintah Daerah merupakan pagu indika · yang dapat berubah ... esuai 
peRencana Kerjaembangan pernbahasan anggaran bersama DPPJ); 

4. target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerjapemerintah 
Daerah dapa berubah scsuai pengalokasian anggaran pada saat Pembahasan dengaa 
DP D; 

5. RKPD Tahun 2023 sebagai pedoman penyusunan Kebii azan mum A.P.aD serta 
Priori la dan Plaf on Anggaran Scmcntara Tabun 2023 serta bahan arahan 
penyusunan Rencana Kerjaa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2 23 dalam rangca 
rnewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran. 

6. RKPD Tahun 2023 memuat Hasil Permrktahiran a ifikasi, Kodefikasi, an 
Iornenklatur Perencanaan Pembanzunan Dan Keuangan Daerah Kabupaten Sup: :i 
e ai amanat Peraturan eteri Dalam Iegeri -om.or 90 Tahun 20 9 tentang 

KJa ifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pe:nbangunan Dan Keuangan 
Daerah yang di jadikan sebagai Lampiran dari Peraturan Kepala Daerah Kabupa:en 
Supiori. 

Pa a e 
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Diundangkan di Sorendiweri 
~~ffi~~ 23 November 2022 

ERAH K.ABUPATEN SUPIORI, 

Ditetapkan di Sorendiweri 
pada t , ovember 2023 

t '/' 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Supiori. 

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan. 

Pasal 13 

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Kabupaten Supiori Tahun 2023 
sebagaimana tercanturn dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 12 

· BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

p rubahan RKPD ebagairnana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

Pasal 11 

l dan k adaan luar bi sa scb gairnana ditct pkan dalarn peraturan 
-rundnng-undnngan. 
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